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Pada hari ini Rabu, Tanggal Lima Belas Bulan Juni TaLhun Dua Ribu  Dua
Puluh  Dua (15-06-2022) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah
ini:

I.   Drs.H.ARDIANSYAH                 :   Bupati      Kutai      Tinur,      yang     diangkat
SULAIMAN, M.Si                              berdasarkan     Surat     Keputusan     Menteri

Dalam   Negeri   Republik   Indonesia   dengan
Surat Keputusan Nomor :  131.64-373 Tahun
2021   tentang   Perubahan   atas   Keputusan
Menteri  Dalam  Negei-i  Nomor  :   131.64~3]8
Tahun        2020        tentang        Pengesahan
Pengangkatan   Kepala   Daerah   dan   Wakil
Daerah    Hasil    Pemilihan    Kepala    Daerah
Serentak  Tahun   2020   di   Kabupaten   dan
Kota pada Provinsi Kalimantan Timur da}am
hal  ini  bertindak  untuk  dan     atas  mama
Pemerintah      Daerah      Kabupaten      Kutal
Timur,     yang    didirikan     berdasarkan
Hukum    Negara    Republik    Indonesia,
berkedudukan dan berkantor  di     Kawasan
Pusat      Pemerintahan   Bukit            Pelangi,
Sangatta,          Kabupaten          Kutai  Timur,
untuk     selanjutn.ya    dalam     Kesepakatan
Bersama ini  disebut "PIHAK PERTAMA".

II.  Prof. Dr. H. MAS`JAYA, M.Si    :   Rektor     Universitas     Mulawarman,     yang
diangkat  berdasarkan    Keputusan    Mentri
Riset,      Teknologi   dan   Pendidikan   Tinggi
Republik            Indonesia            Nomor
661/M/KPT.KP/2018   Tangga]   19   0ktobei
2018,  dalam  hal  ini  bertindak  untuk  dan
atas  mama  Universitas  Mulawarman,  yang
berkedudukan  di  Rektor  Kampus  Gunung
Kelua Jalan Kuaro, Samarinda,   Kalimantan
Timur   untuk   selanjutnya disebut "PIHAK
REDUA„.

PIHAK  PERTAMA  dan  PIHAK  KEDUA  meneran8kan  terlebih  dahulu,  secara
sendiri-sendiri   disebut  "PIHAK"   dan   secara   bersama-sama  disebut   sebagai"PARA  PIHAK",  setuju  serta  sepakat  untuk  membuat  dan  menandatangani
Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

:                 -...                                                   I-,`             .



Pasel 1
MAKSUD DAIT TUJUAAV

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK
untuk melakukan keria sana dalam Optimalisasi peran Kelitbangan melalui
kerja    sama    kelitbangan,    pendidikari    dan    pemberdayaan    masyarakat
sebagaimana  diatur  pada  peraturan  Bupati  Nomor  37  Tahun  2015  tentang
Optimalisasi     peran  Penelitian  dan   Pengembangan  Bidang  Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kutai Timur;

(2) Tujuan  Kesepakatan  Bersana  adalah  untuk  mewujudkan  Keda  Sama  dan
sinergi        antara    PARA    PIHAK    dalam    rangka    peningkatan    kualitas
Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur melalui  kegiatan keria  sama
dalam bidang Kelitbangan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang I,ingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
( 1 ) Penyelenggaraan Kelitbangan meliputi Penelitian, Pengembangan,

Pengkajian, Penerapan, Perekayasaan, dan Pengoperasian;
(2) Pengembangan Sumber Daya Aparatur; dan
(3) Pendampingan dan Bantuan Tenaga Ahli.

Pasal 3
PELAHSAHEN

(1) PARA    PIHAH    sepakat   bahwa    pe]aksanaan    Kesepakatan    Bersama    jni
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2,  diatur  lebih  lanjut dalam  Perjanjian
Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Peljanjian Keria Sama sebagalmana dimaksud da]am A.vat ( 1) akan mengatur
lebih  laLnjut  tentang Tugas,  Hak  dan  Kewajiban  PARA  PIHAK  serta  hal-hal
lain .vans dipandang perlu ;

(3) PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan  Kesepakatan Bersama sebagalmana
dimaksud  pada  Ayat  (2)  dapat  menunjuk  dan/atau  menugaskan  kepada
Satuan   Keria  Perangkat  Daerah  di  lingkungan  PIIIAK  PERTAMA,   sesuai
dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab dan kew-enangannya;

(4) PIHAK  KEDUA  dalam  melaksanakan  Kesepakatan  Bersama  sebagalmana
djmaksud  pada Ayat  (2)  dapat  menunjukan  dan/atau  menugaskan  kepada
Organisasi/satuan kelja di lingkungan  PIHAK REDUA,  sesuai dengan tugas
fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;

(5) Perjanjian Keria Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan  saLtu
kesatuan yang tidak terpisahkan dart Kesepakatan Bersarna ini.

REDUA Hal 2 dari 5
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Pasal 4
PEMBIAYEN

(I,)  Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama tni
dibebankan  kepada  Anggaran   Pendapatan  Belanja  Daerah   (APBD)  sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab  masing-masing serta  sumber pendanaan
lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku;

(2)  Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)  akan diatur lebih lanjut
dalam    Perjanjian    Keria    Sama    dengan    memperhatikan    potensi    dan
kemampuan PARA PIHAH;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(I)  Kesepakatan  Bersama  ini  berlaku   selama  3   (tiga)   tahun   terhitung  sejak
tanggal   ditandatangani   dan   dapat   diubah,   perpanjangan   atau   diakhiri
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

(2)  Kesepakatan  Bersama  ini  dapat  diperpanjang  sesuai  dengan  kesepakatan
PARA PIIIAK dan  rancangan  perpanjangan diajukan  selambat-1ambatnya  3
(tiga  bulan)  hari  sebelum  berakhimya  masa berlaku  Kesepakatan  Bersama
lnl;

(3)  Dalam  hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk  Kesepakatan Bersama ini,
maka  wajib  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  PIHAK  lainnya  secara
tertulis    selambat-lambatnya   3    (tiga   bulan)    bulan    sebelum    keinginan
diakhirinya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini;

(4)  Apabila  dalam jangka  waktu  selarna  3  (tiga)  tahun  sebagalmana  dimaksud
pada   Ayat   (1)   tidak   ditindaklanjuti   oleh   PARE   PIHAH   dalam   bentuk
Perjanjian   Kerja   Sama,   maka   Kesepakatan   Bersama   ini   gugur   dengan
sendirinya.

Pasal 6
EWALUASI

( 1 )  Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diadakan monitoring dan
eva]uasi kinelja;

(2)  Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) di atas
merupakan masukan gu na mencapai hasil kinelja yang optimal bagi PARA
PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAH PERSELISIHAN

(1)  Apabila  terjadi  perbedaan  pendapat  dan/atau  sengketa yang  timbul  dalam
penafsiran/pelaksanaan   Kesepakatan   Bersama   ini,   maka   PARE   PIHAK
sepakat untuk menyelesalkan secara musyawarah untuk mufakat.



ill

(2)  Apabila pen.velesaian  secara  musyawarah  tidak berhasil mencapal  mufakat,
maka PARA PIHAK  sepakat untuk  menyerahkan  penyelesaian  perselisihan
tersebut melalui Pengadilan;

(3)  Mengenal  Kesepakatan  Bersama  ini  dan  segala  akibatnya,  PARA  PIHAK
memilih  kedjaman  hukum  atau  domisili  yang  tetap  dan  umum  dj  Kantor
Pengadilan Negeri Kutai Timur.

Pasal 8
anENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dengan kesepakatan
PARA  PIHAK   dapat  dilakukan   perubahan   tertulis   (adendum)   sebagaimana
mestinya dan menjadi  satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari  Kesepakatan
Bersama ini.

Pasal 9
pEHGfrmlEEN

(1) Masa berlaku  Kesepakatan  Bersama  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5
(Jangka Waktu) Ayat (4} telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan
untuk memperpanjang jangka waktunya;

(2) Terdapat  perubahan  mendasar yang  mengakibatkan  Kesepakatan  Bersama
ini tidak dapat dilaksanakan;

(3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;

(4) Kesepakatan  Bersama  ini  batal  demi  hukum  apabila  terdapat  peraturan
perundang-undangan    atau    kebijakan    Pemerintah    yang    menyebabkan
Kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;

(5) Salah   satu   PIHAK   dapat   menyatakan   kerja   sama   dalam   Kesepakatan
Bersama  ini  diakhiri  apabila  PIIIAK  lainnya  telah  gagal  untuk  memenuhi
kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam
Kesepakatan Bersama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak
berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan
sebanyak   2    (dua)    kali   dengan   tenggang   waktu   masjng-masing   surat
teguran/peringatan minimal  10 {sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku
efektif  secara   seketika   pada   tanggal   surat   pemberitahuan   pengakhiran
Kesepakatan   Bersama   ini   dari   PIIIAK   yang   dirugikan.   Pemberitahuan
pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi
dasar   pengakhiran   Kesepakatan   Bersama   tersebut,   Hal   ini   merupakan
tambahan   dari   upaya-upaya   lainnya   yang   dimiliki   oleh   PIHAK   yang
bersangkutan sesual Peraturan Perundang-Undangan.

E--.-,.=''i-.



Pasal 10
PENGECUALIA«

Dalam hal Kesepakatan Bersama berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada
Pasal   5   Ayat   (3)   dan   Pasal   5   Ayat   (4)   serta   Pasal   9   tidak   menyebabkan
berakhimya  pen.anjian-peljanjian  yang  dibuat  secara  tersendiri  apabila  belum
diselesalkannya KewaLjiban dan Hak PARA PIHAK.

Pasal 1 1
PErmTUP

Kesepakatan  Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap  3  (tiga),  2
(dua)  diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yarig sama
untuk  dilaksanakan  dan  dipatuhi  oleh  PARE  PIHAH  dan/atau  yang  mewakili
dari masing-masing PIHAH oleh PARA PIHAH.

Demikian    Kesepakatan    Bersama    ini    dibuat    dan    untuk    dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK REDUA, -LL__ ~

/iROF.ir*HrfuAyA.M.si-

plEIAK pERTAnfty

DRS. H. ARDIA»SYAII SULAIMAN.M.Si

REPF;ffiA,    H#A      ]]]5]    5
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTAIRA

FAKULIAS PERIKANAN DAN ILMu KELAU[IAN
u NIVERSITAS MU LAWARMAN

DAN
DINAS PERIRANAN

RABuPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIRAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENINGRATAN

RAPASITAS SUMBERDAYA MANuSIA
Nomor  : 326Tahun 2024
Nomor  : B-100,2.2/8678/DISKAN-SET

Pada  hari  ini,  Senin tanggal  02  September tahun 2024,  bertempat di  Sangatta,
telah ditandatangani Perjanjian Keria Sama Fakultas Perikanan dan llmu Kelautan
dan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Perjanjian kerja sama ini berdasarkan
Nota   Kesepahaman   antara   Rektor  Universitas  Mulawarman   bersama   Bupati
Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur  Nomor  :   130/119.2/28/KB/KSIVI/2022  dan
Nomor : 35 Tahun 2022 pada tanggal 15 Juni 2022.
Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1.       Nama             :       Dr.Ir.Komsanahsukarti,M.P

Jabatan        :      Dekan  Fakultas  perikanan  dan  llmu  Kelautan  universitas
Mulawarman

Bertindak  untuk  dan  atas  nama  Fakultas  Perikanan  dan  llmu  Kelautan,
berkedudukan   di   Jalan   Gunung   Tabur   No.   1   Kampus   Gunung   Kelua
Samarinda,  Kalimantan Tlmur,  untuk selanjutnya disebut sebagai  "PIHAK
KESATU''.

2.       Nana            :       H.Yuliansyah,S.TM.T

Jabatan        :      Kepala Dinas perikanan Kabupaten Kutai Timur

bertindak untuk dan atas nama, Dinas Perikanan Provinsi Perikanan Timur
yang  beralamat di Jalan Sosial  No.  1  Kawasan  Perkantoran  Bukit Pelangi
Sangatta, selanjutnya disebut sebagai ''PIHAK KEDUA''.

PIHAK  KESATu  dan  PIHAK  KEDUA yang  selanjutnya  disebut sebagai  PARA
PIHAK  dan  secara  sendiri-sendiri  disebut  PIHAK,  dengan  ini  terlebih  dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut

1.   PIHAK  KESATu  adalah  unit  kerja  di  lingkungan  Universitas  Mulawarman,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berwenang
dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri  Dharma
Perguruan Tlnggi dibidang pendidikan perikanan dan kelautan;



Pasal 4
Pembiayaan

Seluruh  biaya  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  Perianjian  Kerja  Sama  akan
ditanggung  dan  dibebankan  kepada  FIARA  PIHAK  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan.

Pasai 5
Kerahaeiaan

1.  PARA PIHAK sepakat bahwa §emua informasi,  dokumentasi, data dan/atau
pengetahuan  yang  dihasilkan  dan  terkait  dengan  perjanjian  kerja  sama  ini
dinyatakan   sebagai   informasi   rahasia   oleh   PARA   PIHAK,   tidak   dapat
disampaikan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari salah satu
PIHAK, fetapi dikecualikan terhadap:

a.   Pejabat dan staf para pihak yang secara langsung terlibat dengan informasi
rahasia  berdasarkan  perjanjian  keria  sama  ini  dan  bersedia  menjaga
kerahasiaan informasi rahasia;

b.    Informasi bersifat publik; dan

c.    Informasi yang dimiliki PARA PIHAK dan tidak terma§uk informa§i rahasia
sebelum perjanjian ini ditandatangani dan berlaku.

2.  PIHAK KETIGA yang  mendapat persetujuan PARA PIHAK untuk menerima
informasi, dokumentasi, data dan/atau pengefahuan yang dinyatakan sebagai
informasi  rahasia  oleh  PARA  PIHAK  berkewajiban  untuk tunduk dan  patuh
terhadap perianjian keria sama ini tentang kerahasiaan.

Pasal 6
Pemanfauan dan Evaluasi

1.   Dalam  pelaksanaan  Perianjian  Kerja  Sama  ini  dilakukan  pemantauan  dan
evaluasi secara berkala oleh PAFIA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama sekurang-kurangnya  1  (satu) kali dalam  1  (satu) tahun yang
hasilnya   dapat   digunakan   sebagai   laporan   dan   bahan   masukan   untuk
perencanaan selanjutnya.

2.   Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I),dilaksanakan
oleh kelompok keria yang dibentuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
Mass Berlal{u

1.    Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) fahun ferhitung
mulai ditandafanganinya oleh  PARA PIHAK dan  dapat diperpanjang  sesuai
dengan kebutuhan alas dasar evaluasi.



2.    PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian
Kerja   Sama   ini   selambat-lambatnya   3   (tiga)   bulan   sebelum   berakhimya
perjanjian Keria Sama ini.

3.    Datam  hal  salah  §atu  pihak  berkeinginan  untuk  mengakhiri  Perjanjian  Kerja
Sama ini sebelum berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
maka pihak tersebut wajib  memberitahukan  maksud tersebut secara tertulis
kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

4.    Pengakhiran  Perjanjian  Kerja  Sama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
tidak mempengaruhi tugas  dan  tanggung jawab  masing-masing  pihak yang
harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  sebagai  akibat  pelaksanaan   sebelum
berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pa§al 8
Peny®lesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
Pemberlfahuan

Segala pemberitahuan,  peringatan,  dan  lain-lain  bentuk penyampaian  informasi
berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis
kepada masing-masing pihak dengan alamat.

1. PIHAK KESATu
Fakulta§ Perikanan dan IImu Kelaufan Universitas Mulawarman
Jalan Gunung Tabur Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur
Email : komsanahsukam@yahoo.co.id
Telp: +62 8125879793

2. PIHAK KEDUA
Dinas Perikanan  Kabupaten  Kutai Timur, Jl.  Propinsi Kin 8 Jalan Sosial No.  1
Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kalimantan Timur
H. Yuliansyah, S.T„ M.T
Email : dkpkutimkab@gmail.com
Telp : +62 81347334469

Pasal 10
Perubahan

1.   Perianjian   Kerja  Sama  ini  dapat  dirubah   berdasarkan   kesepakatan   PARA
PIHAK;



2.   Perubahan dan/afau hal-hal yang belum diatur dalam Perianjian Kerja Sama ini
akan  diatur dalam  bentuk addendum yang  disepakati  oleh  PAF=A  PIHAK dan
merupakan bagian yang tidak ferpisahkan dari Perianjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada harl., tanggal, bulan dan
tahun  sebagaimana  disebutkan  pada  awal  Perjanjian  Kerja  Sama  ini,  dalam
rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama setelah difandatangani PARA PIHAK.

Perianjian  Kerja Sama  ini dibuat dengan semangat keria sama yang  baik untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIIIAK KESATU                                                  PIIIAK KEDUA
Dekan Fakultas perikanan dan llmu Kelautan                   Kepala Dinas perikanan

^givupaten Kutai Timur,
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